
BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG

Menimbang

Mengingat

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah desa
perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017
tentang Kewenangan Desa yang terkait dengan
kewenangan lokal berskala desa:

b. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4880):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495):
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2015 Nomor 5),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG
KEWENANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 38),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf fmeliputi:

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
Bidang pembangunan Desa,
Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
Bidang pemberdayaaan masyarakat Desa, dan
Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.0

ap
p

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e, yaitu :

a. Penaggulangan bencana,
b. Keadaan darurat: dan
c. Keadaan mendesak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2018

ba BUPATI
KARMunA/

-.

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAE KABUPATEN KARIMUN,

MUMD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 54
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG
KEWENANGAN DESA

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota
Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur
Contoh Format 3. Laporan Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota
LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS

KABUPATEN/KOTA,

DESA/KELURAHAN

PEMBANGUNAN DESA

PROVINSI, SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DESA
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

KECAMATAN,
HASIL KEGIAT

SESUAI PRIORITAS
LUME dara

HASIL KEGIATAN

SESUAI PRIORITAS VOLUME BIAYA

HASIL KEGIATAN

SESUAI PRIORITAS VOLUME BIAYA

HASIL KEGIAT,

SESUAI PRIORITAS
UME dara

HASIL KEGIATAN

SESUAI PRIORITAS VOLUME BIAYA

HASIL KEGIATAN

SESUAI PRIORITAS VOLUM BIAYA

HASIL KEGIATAN

SESUAI PRIORITAS VOLUME BIAYA
1JAWA BARAT
1, KAB. BOGOR

Babakan Madang
Bojong Konen

Cijayanti
Cipambuan
Citaringul
Kadumangu
Karang Tengah
Sentul

9|Sumur Batu

2.Jo'nggol
1/Balekambang
Bendungan
Cibodas

2

3

4|Jonggo:
Ss Singajaya
6Singasari
7Sirnagalih
8|Sukajaya
9|Sukamaju
1(0Sukamanah
11Sukanegara
12Sukasirna
13Weninggalih
14Sukagalih
JUMLAH
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Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur
LAPORAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS

KABUPATEN/KOTA,

KECAMATAN,

DESA/KELURAHAN

PEMBANGUNAN DESA

PROVINSI,
SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

vowmebuwa HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

vownlBIAYA HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

vowne sun HASIL KEGIATAN yi
SESUAI PRIORTI

LUME dara
TAS

HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

VOLUME buya HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

Lowdowra HASIL KEGIATAN
SESUAI PRIORITAS

bowndoua

IDAWA BARAT
1. KAB. BOGOR

1IBabakan Madang
Bojong Konen,

ZiCijayanti
d|Cipambuan

SCitaringul
@Kadumangu
7Karang Tengah
#Sentul
9 mur Batu

2.Jonggol
Balekambang
2Bendungan
3iCibodas
4 Jonggo,
5 ISingajaya

6Singasari
7Sirnagalih
8Sukajaya
k Sukamaju
10 'Sukamanah

11 Sukanegara
17 'Sukasirna

JWeninggalih
oke
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Contoh Format 3. Laporan Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
LAPORAN GUBERNUR KEPADAMENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KARIMUN,

ttd

AUNUR RAFIO

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DESA”

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

MABA EN/NOTA
SARANA PRASARANA DESA PELAYANAN SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN Hioup |

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA

PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

KECAMATAN,

DESA/KELURAHAN HASIL KEGIATAN VOLUMEIBIAYA| | HASIL KEGIATAN vowmel BIAYA HASIL KEGIATAN bond BIAYA HASIL KEGIATAN bowmebuava jua KEGIATAN | VOLUME duwa
Laman KEGIATAN Lowmbouwa HASIL KEGIATAN Lownelouwal

SESUAI PRIORITAS SESUAI PRIORITAS SESUA! PRIORITAS ESUAI PRIORITAS ESUAI PRIORITAS ESUAI PRIORITAS SESUAI PRIORITAS

JAWA BARAT
1. KAB. BOGOR
1. Babakan Madang

1 Babakan Madang|
2|Bojong Koneng
Kijayanti
Cipambuan
Kitaringul
Kadumangu
Karang Tengah
Sentul
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2.Jonggol
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ISingasari
ISirnagalih
ISukajaya
Sukamaju

10Sukamanah
11 Sukanegara
12ukasirna
13Weninggalih
14Sukagaiih
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